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NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANCG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,
Menimbang . babwa dengin pesatnyn perkembangan Kota Blambangan Umpu
sebagni Ibhukota Kabupmen Way Kanan dengan laju perkembangan
yang berancka ciri dan sifiut penghidupan perkotaan, penpgembangan
Kota Blambangan Umpu memerluknn arish dan penataan ruang kola,

b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pepgembangan
kotn sebagai unsur pendorong pembanpunan nasional dan scsuai
dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan
kota sceara terpadu, pemanfantan ruang kota secara lestari, optimal,
seimbang dan serasi sungat diperlukan,

c. bahwa untuk mengambiangkan Kota Blambangan Umpu  sesuai
dengan  karakteristik, fungsi dan predikatnya  serta memenuhi
Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undung Nomor 24 ‘Tahun 1992 diperlukan acuan

untuk pedoman pembangunan dan  pengendalian  perkembangan
pemanfaatan ruang kota;

d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan ¢ d
atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentag Rencana Detail Tata
Ruang Kota Blambangan Umpu Tahun 2006-2016.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tabhun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang K ctentuan-Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabhun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3215);

3. Undiang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 1entang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesin Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427):

5. Undang...
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ‘\ereany Penamatan Can
Permukiman (Lembarzn Negara Republde InComesiz farun |92
Nomor 23, Tanbahan Lembaran “egara Pepublic lodones iz arur
34469).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tenany Bendz Cagar Puiaya
(Lembaran Negara Kepublik Indonesiz Tahun 1992 “omen 27,
Tambahan Lembarzn Negara Republik rdonesia "Nomor 2470,
Undang-Undang Nomor Z4 Tahun 1997 wentany Penpzan Pumny
(Lembaran Negara Hepubliv Indonevis Tshun (972 Somaor 12,
Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesiz ompr 2501
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 wntzng Pernbentiban
Kabupaten Dacrah Tingkat 1§ Wy Kanan, Y.zhupeven aerah
Tingkat I} Lampung Timur dan Kotzmadya Daerzh Tingeat 1) Metro
(Lembaran Negzra Republik Indonesia Nomor 44 Tahun [999.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz homaor 3425).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentzng Pemerinlshan
Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tzhun 244 Nasnor
125, Tambahan Lembaran “egara Republiv Indone.is Nomar 4437
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undany homar 4 [ zhun
2005 tentang Penetlapan Peraturan Pemenntah Pengizanti 1ndang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atzs fondang-
Undang Nomor 32 Tahun 20064 tentang Pemecrintzhan Dacran
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indongsia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Megara Pepublik
Indonesia Nomor 4543,

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 temtanyg Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemmbaran Meyara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44353,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1993 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Felaksanaan
Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Pecnataan Ruang (Jembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838):

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
45, Tambahan [.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi
Penataan Ruang Nasional,

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

19. Peraturan...



19. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun 1987 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata
Ruang di Daerah;

22. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang
Penataan Ruang,

23. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 147 Tahun 2004 tentang
Pedoman Korrdinasi Penataan Ruang Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun
2005-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 78);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan * PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KOTA BLAMBANGAN UMPU 2006-2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

e

ol o

Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu
kesatugn wilayah tempat manusia dan makhuk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian
Pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata
Ruang Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu adalah strategl pengembangan ruang

wilayah yang berisi pokok-pokok kebijaksanaan dan penetapan pengaturan, yang selanjutnya di
singkat RDTR Kota Blambangan Umpu.

10. Kawasan aadalah wilayah fungsi utama lindung atau budidaya.

1. Kawasan. .. 3
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22.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menlindungi kelestarian
Engkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
uatan.
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. |
Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis
yang penataan ruangnya diprioritaskan.
Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kota adalah arahan kebijakan dan penetapan
pemanfaaatan ruang kota yang meliputi lokasi dan intensitas pemanfaaatan yang terdir! dari
penggunaan lahan, kawasan pelayanan administrasi pemerintahan, transportasi lokaI/reglopal,
industri kecil/rumah tangga, kegiatan produksi/pengumpulan/pengolahan hasil pertanian,
perdagangan dan jasa, kawasan perumahan/permukiman, pelayanan sosial budaya serta kawasan
campuran.
Kawasan pemerintahan adalah kawasan dengan fungsi khusus untuk kegiaatan pemerintahan .
Kawasan permukiman asalah sebidang tanah/lahan yang diperuntukan bagt pengembangan
permukiman.

Kawasan Industri kecil adalah kawasan untuk kegiatan industri pengolahan rumah tangga atau
manufaktur.

Kawasan jasa/perdagangan adalah kawasan yang berfungsi sebagai kegiatan pemiagaan dan
memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota. e
Kawasan Pendidikan adalah kawasan dengan fungsi sebagai kegiatan perniagaan dan memiliki
pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota.

Kawasan pelayanan fasilitas sosial budaya adalah kawasan dengan fungsi khusus menyediakan
beragam fasilitas sosial budaya.

Kawasan campuran adalah kawasan dengan fungsi berbagai kegaiatan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang inimenckup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota
Blambangan Umpu sampai dengan btas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurul
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Meliputi:

d.

a o

tujuan pemanfaaatan ruang wilayah ruang wilayah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanan pemanfaatan ruang wilayah

untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berkualitas;

rencana detail tata ruang kota;
pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.

BAB IIl...



BAB 111 | 1
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu scbagaimana dimaksud pada Pasa) 2 disusun

berdasarkan: |

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayn guna dan berhasil guna,
serasi, sclaras, seimbang dan berkelanjutan; dan

b. kerterbukaan, persamaan. keadilan dan perlindungan hukum;

Pasal §

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a yaitw: |

a. terselenggarannya pemnfaatan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan !mgkungﬂn
sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup scrta
kebijaksanaan pembangunan nasional dan dacrah;

b. terwujudnya kerterpaduan dalam penggunaan sumber daya tampung dan sumber daya buatan
dengan memperhatikan sumber daya manusia;

. terwujudnya kelestarian vyaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam' dan
budidaya, warisan alam dan budaya scrta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan
yang dilakukan:

d. terciptanya kehidupan sosial budaya kota yang menghargai tradisi, prilaku dan tatanan yang
bersumber pada nilai kehidupan sosial ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarat;

e. meningkatkan kehidupan sosial ckonomi serta meratanya seluruh pendapatan masyarakat dengan
menciptakan peluang berusaha bagi seluruh ekonomi kota, termasuk golongan ckonomi, melalui
penentuan dan pengarahan ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu:
dan

f. keterbukaan, persamaan keadialan dan perlindungan hukum. Yaitu keterbukaan rencana ruang
kota untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta memelihara kualitas ruang
kota dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang kota;

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal $
ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Penctapan Fungsi Kota Blambangan Umpu:;

Penentuan Struktur Kota;
Pencntuan Pola Pemanfaatan ruang; dan
Penyediaan Fasilitas dan Utilitas.

aogop

Pasal 7

Berdasarkan kebijakansanaan Provinsi Lampung yang tertuan

. _ g dalam Rencana Tata Ruane W;i
Provinsi (RTRWP) Provinsi Lampung maka Kota Blamba 8 Wilayah

ngan Umpu ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan. .

S



Kegiskan  Repronal \ang berarti Rota Blambangan g hortimgnr  sotweal  peanhwong
pebangunan hagi disal itamva

Vasal N

\ LT \ 3 : N
Pengembangan Nawasan Stategis di Aot Riamiamgzan Uimpa anisa lan |\ rembasan N ‘;“ A
Simpang Empat. Pusat Dismidust Pataman. Kaang Unpo, Ravasan Navi l\lm'fmng.m hmmh
Nanasan Sepanjany jalan Jerrderal Nindumran dan Nananan Dok anan Admumiias AN atian

Paxal v

Siskem pemkinian hota dikembanghan dendasakan ketyakan PORrAaRAl porinaiian, gy
pengambangan permahan hota. Aonsep pengembangan Iramahan Ao, ncana Pt‘li}ﬁ‘““\“"ﬁﬂ“

porumahan kota dan rencana perbatkan hanasan kumuh

Pasal 10

Sistem saran dan prasarana meliputy PEREEMBARZAN SAANA AN prasarana Ata melahn kd\illaknn‘
strategis dan honsep rencana pengembangan sampah  persampatian, e anwnam, palan, dvaiase,
transportasi, sumber air, uilitas umunm dan fasiias wnem,

Pasal 11

Penatagunaan tanah, air. udamt dan sumber daya alam laimna dilaksavakan welahne trateg
peryusunan indikasi program pembangunan kota, pengeloiaan pembangunan kota, dan pengendatian
pemantaatan ruang, serta mehanisime wmreasit dan disisentit,

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG NOTA

Bagian Pertama
Rencana Strukmr Pemanfaatan Ruang Kota

Parageal |
U

Pasal 12

(1) Rencana struktur pemanfaatan mang hota sebagamana dimaksud pada Pasal 3 hatue b
diwujudkan berdasarkan pola poros jalur- jalur jalan utana sebagaimana dimaksud pada Dasal 6
ayat (2) hurut ¢, penyediaan fastlitas dan utilitas prioritas pembangunan sebagaiana dimak sud
pada pasal 6 ayvat (2) hurt'd.

(2) Rencana struktar pemantfaatan ruang hota sebagnimana dumaksud pada avat (1) weliputi

pelayanan pemerintah, pendidihan, permukiman, pendagangan, hesehatan, rekresi hota Jdan
prasarana lainnya.

Parageafl Q...



Paragraf 2
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 13

Sistem permukiman perkolaan dikembangkan melalui konsep pengembangan perumahan kota
(Kawasan Siap Bangun/KASIBA dan Lingkungan Siap Bangunan/ LISIBA) dengan rencana
Penyediaan perumahan, rencana peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan rencana
perbaikan kawasan kumuh.

Pasal 14

Penyediaan ruang bagi sarana perumahan yaitu pada Kelurahan Blambangan Umpu, Kampung
Umpu Bhakti, Lembasung, dan Gunung Sangkaran sebagai fungsi utama pengembangan Kasiba dan
Lisiba Pendukung Perumahan skala kecil, Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana c'lan
Kampung Negeri Baru, sebagi fungsi pendukung untuk perumahan kevling besar dengan Koefisien
Dasar Bangunan (BKD) kecil.

Paragraf 3
Sistem Sarana dan Prasarana

Pasal 15

sasaran pengembangan sistem prasarana (jaring infrastruktur) kota adalah peningkatan pelayanan ke
lokasi-lokasi permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Pokok-pokok kebijaksanaan sistem prasaran (jaring infrastruktur) dan utilitas kota meliputi jalan,
drainase, transportasi, persampahan, air bersih dan sumber air, serta utilitas umum (telepon dan

listrik)
Pasal 17

Sistem sarana kota meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga, sarana pelayanan
umum, sarana ruang terbuka hijau, sarana sosial budaya dan sarana pelayanan regional.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 18

Rencana pola pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b menggambarkan
sabaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 19
Pemanfaatan kawasan lindung kota ditetapkan yang membenkan perlindungan dibawahnya

(kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar mata air,
taman wisata alam, taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana.

Pasal 20...



Pusal 20

Nawasan hadidayg

Kot dikembangkan bagi kawasan permakiman, kawasan industri, kawasan
pariwisata, K

3 WIS Jasa/perdagangan,  hawisan pendidihon, knwasan peluynnan fusilitias sosial,
MVONAN ruang terbuka hijm/vekrensi/oluhmggn, hwasun peerintuhan doan kawansan militer.

BAB YV
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Baglan Pertivma
Unium

'asal 21

(1) :{cncunu Detail Tutn Runng Ko sebagaimana dimoksud padu pasal 3 huruf ¢, diwujudkan
erdasarhan rencann struktur pemanfontan ruang Kotn sebagaimana dimaksud pada Bagian

) I " " '
|‘l"lttlmn Bab 1V dan rencann pola pemantuntan ruang kota sebagaimana dimaksud pada Bagian
Kedua Bab 1y,

., X i : ; by gy Y |
(2) Untuk mew u_ludl\‘nn Rencana Detail Tt Ruang sebagnimuna dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
peactupkan lokasi dan pelaksannan pomantantan ruang kota,

(3) T:tlat ruung Kota Blambungan Limipu dibugi menjadi 3 (tiga) Baglan Wilayah Kota (BWK) yaitu

a. BWK A Pusit Pechubungan;
b. BWK B Pusat Kotw din

¢. BWK C Pusat Perchonomian:

Fungsi utama dan fungsi pendukung masing-masing BWK  sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1 Peraturan Bupati ini dan Peta Rencona Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota serta
Rencana Pembagian BWK yang merupukan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baginn Kedun

Penctapan Lokasi

Pasal 22

Penctapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) meliputi kawasan-kawasan
sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab 1V.

Bagian Ketida
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Dacrah

Pasal 23
Pelaksanaan pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) disclenggarakan
berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolann kawasan serta penatagunaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6.

BABA VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 24

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang disclenggarakan melalui  kegiatan pengawaswan dan
penertiban terhadap pemanfaatan ruang serta melalui mekanisme perizinan bagi wilayah kota.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.

Pasal 25...
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Puspl 24

(1) Vodonin pengemdalinn pemmtanin panng welaagelitn Aok s padn pmaal 3 haral o db
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BABA Vi
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SEICTA MASYARAKA'S

Paenl 20

I)ﬂ“““ kﬂg“llﬂ” prenntim Ny w“"y"h AT h‘””lh"“ﬂ"” l’”l'”l ”Hl’«iyil”lkﬂf 'H'f’l”lp ,

o berperan mertn dnlun) Provses perencanwn Il pisng, peisnlaatnny taang i pengendalian
pemaninatin numy;

b, menpetyhn MeCie terhibyy Rencnnm Dol Inin g Kol Blambnmngn Chmpmsrencany tnl
PO hiswennn, rencann rined 1t Fuang knwnsing,

¢, l;lnnlklnull anbint vusig dun/mtan pertsmbadin i) ronng webyisgnl akibit dati penatasn rinng;
Qi

. memperoloh penggantion ymng lnynk ataw kondisl yang dinlminygn sebagnl akibat pelaksanaan
Koglnton pembangunm yuny sestunldonpsn rencann tata runng,

Pusul 27

(1) Untuk piengetuhul vencann i mmmg, sebmginmnn dimaksiud il pisnl 20 selnin masyarab.al
mengetubiol Renconn Detuil Tntn Runng Kot Blnhangnn Umpu dan 1embaran acrsh Kota
lambnngunUinpn, mn ymg syninkat mengetihol rencann tata ruang, yong, 1elah ditetapkan
melalol pengamuman st penychirlumsan olel Pancrintal kabupaten Way Kanan pada tempat-
lempat yang memungk inkan masyarakat inengeialiog dengnn mudah;

(2) Pengumuman ntimn penyebarlunspn sehagaimann dimaksud pndn syt (1) diketahui masyarab.at
dari penempelan/pemmsingan peta rencinn tatn ranng ying, bersanghkatan pada ternpat-tem g
umum dun kantor-kantor yang secariy Tungsionil menangan rencina tila ruang tersebut

Pasnl 28
' . " Pormetiad; ( rraever
(1) dolam menikmatal manfant rmng dan/atan pertambahan nila) rang schagm skibat penatasn |

ruang schagaimang dimaksud padi Pasal 26, haral ¢ pelaksonmannyn dilakukan sesuar denpan
ketentunn peraturan perunding-undangnn atiu kaidah ying berlnkn,

(2) Untuk menikmati don memantantkan rusnyg beserta sumber doya nlom yong terkandung
didnlnmnya, menikmati manfiat runng beserta sumber daya nlam yiny terkindung di dilamnya,
menlkmatl manfaat ruang, sehagaimana dimaksod padi nyat (1) yany dnpat berupin manfa
ekonomi, sosinl, dan Ungkungan dilaksanakan ilas dis pemilikan, pengunsann, atau pemberian
huk teriebnty berdasarkan ketentunn peraturan perundang-undungan maupun alas hukum adat
dmn kebiosann yang berluku atan runny padi masyarokn netempat,

Pasal 29

(1) hak memperoleh penggantian yang liayak atas keruglban lerhadap perubahan stiatus semula yang
dimilikl oleh masyarakat atas akibat pelaknanann Renconn Detnil ‘Tl Ruang kota Blambangan
Umpu diselenggarkan dengan cara musyawarah antara plhak yang berkepentingn, '

(2) Dalam,,.



(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) maka penyelesaian dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 30

Dalam kegiatan penataan ruang Kota Blambangan Umpu, masyarakat wajib:

a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

b. berlaku tertib dalam keikutsetaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang.
dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

c. Mentaatl rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Dalam pengendalaian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk: ‘

a pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Blambanagn Umpu, termasuk pembenan
informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan; dan/atau _

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan kualitas
pemanfaatan ruang,

Pasal 32

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran serta masyarakat dapat berbentuk;

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang di kawasan perkotaan;

c. penyelenggaraan Kegiatam pembangunan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Blambangan Umpu.

d. Konsolidasi pemanfaatan tanah.air,udara dan sumber daya alam lainnya untuktercapainya

pemanfaatan ruang yang berkualitas:

e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Blambangan umpu; dan

f. Pembeian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan menjaga,
memelihara. dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Pasal 33

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Instansi terkait termasuk pengaturanya pada tingkat kecamatan samapi dengan
kelurahan/kampung;

(3) Peran serta masayarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai

dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal
31 dilaksanakan dengan mematuhi dan menctapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-
aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Kaidah...
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(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun tetap
ditcrapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika
lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan yang
serasi, selaras dan seimbang,

Pasal 3§

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan di daerah di_sampaikan
secara lisan atau tertulis mulai tingkat kelurahan/ kampung ke camatan kepada pejabat yang
berwenang.

BAB VI1I
LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dan Badan Hukum dilarang menghambat, menghalangi dan melanggar ketentuan
pelaksanaan rencana detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Rencana Detail Tata Ruang Kota blambanagn Umpu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
digambarkan pada peta wilayah Kota Blambangan Umpu dengan tingkat ketelitian minimal berskala
] : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berfungsi dalam tata ruang untuk
penyusunan rencana strategis Kota Blambangan Umpu dan program Jangka Menengah.

Pasal 39

Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

a. rumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Kota Blamabangan Umpu;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar masyarakat di Kota Blambangan
Umpu;

c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kota
Blambangan Umpu;

d. penyusunan rencana teknis di Kota Blambangan Umpu: dan

¢. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 40

Rencana Detail Tata Ruang Blambangan Umpu menjadi  dasar untuk penerbitan lokasi
pembangunan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai penataan ruang perairan dan udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42...
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Pasal 42

Peninjauan kembali dan atau penyempumaan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal § (lima) sekali.
BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

pada saat mulai berlakunya Peraturan Buapti ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana
tcknis tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peratauran Bupati ini.

Pasal 44

Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu ini adalah 10 (sepuluh) tahun

sejak Peraturan Bupati ini diumumkan.
BAB XI1I

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inj sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur

lebih lanjut dengan Krputusan Bupati.
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu

Pada Tanggal . 6 Maret 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,
TAMANURI

Diumumkan :  di Blambangan Umpu
Pada Tanggal ;6 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA Bv\Gfl-' (N HUKUM
- T

I
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BLAMBANGAN UMPU
TAHUN 2006-2016

UMUM

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Blambangan
Umpu dalam mencapai kehidupan kota yang sesuai dengan aspirasi warga kota, maka Rencana
Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu perlu d; dukung dengan Peraturan Perundang-
Undangan guna mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kota pada masa mendatang,

Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu memuat kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemanfaatan Ruang Kota yang disusun dan tetapkan untuk menyiapkan ruang pada bagian-
bagian Wilayah Kota, baik yang dilakukan olch Pemerintah. Masyarakat maupun Swasta
sedangkan wilayah administrative Kota Blambangan Umpu. Penyusunan RDTR Koté
Blambangan Umpu  disusun oleh Pemerintah kabupaten dengan melibatkan sebagai
stakeholder serta masyarakat dalam konsep pendekatan yang lebih partisipasif.

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Blambangan Umpu adalah untuk menciptakan
kehidupan masyarakat Kota Blambangan Umpu yang perwujudan pemanfaatan ruang kota
vang serasl, selaras, dan seimbang serta mendukung program pembangunan vang
berkelanjutan. Suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana. yang memadukan

lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

N Yang dimaksud dengan “Kawasan Kumulh™ adalah suatu kawasan dengan karateristik
kondisi fisik lingkungannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan (tidak tersedia

sarana dan prasarana permukiman), letak bangunan tidak teratur dan kondisi bangunan sangat
buruk serta kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat padat.

13
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Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jclas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Yang dimaksud dengan “Kasiba (Nawasan Siap Bangun) * adalah sebidang tanah
vang tisiknya telah dipersiaphkan untul pembangunan perumahan perrnukimgn skala
besar yang terbagt dalam satu Listba atau lebih yvang pelaksanaanya dilahukan secara
bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi jaringan primer dan skunder prasarana
lingkungan sesual dengan Reucana Tata ruang Lingkungan vang ditetapkan oleh
Bupati dan memenuht persyaratan pembakuan pelavanan prasarana dan sarana
lingkungan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “Lisiba (Lingkungan Siap Bangun)™ adalah sebidang tanah
yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah diper;iapkan
dan dilengkapr dengan prasarana hngkungan dan selain itu juga sesuai dengan
persyvanutan, pembakuan tata lingkungan setempat dengan persy aratan yang berlaku.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “Koetisien Dasar bangunan (KDB)™" adalah perbandingan
antara luas bangunan dengan pensil tanah. yang penerapannya bertujuan untuk
menjaga keseimbangan lingkungan. -
Pasal 135
Yang dimaksud dengan ‘“‘prasarana (jarmring infrastruktur)” adalah bangunan-
bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan pokok masvarakat dan pemérimah
dapat berjalan.
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal |8
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
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Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1
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qmpiran I Peraturan Bupati Way Kanan
- Nomor : 2 Tahun 2007
Tanggal: 6 Maret 2007
FUNGSI BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) DI KOTA BLAMBANGAN UMPU
NO BWK | FUNGSI KOTA . PERANAN KOTA ]
1 |BWKA Fungsi Utama | J. Menyediakan sarana kegiatan (Lermma]ﬁ
Pusat Perhubungan | Pusat Pelayanan Transportasi dengan skala pelayanan regional.
6. Menciptakan saluran transportasi yang cepa i
Fungsi Pendukung |
|.Perdagangan umum & jasa |. Penataan kawasan perdagangan |
2.Perkantoran 2. Pengembangan fungsi perkantoran
3.Pusat Kgsehatan 3. pengembangan pelayanan kesehatan
4.Permukiman 4. menetapkan areal kawasan perumahan.
2 |BWKB Fungsi Utama
Pusat Perkantoran Pemerintah Menyediakan Sarana perkantoran Pemerintah
Fungsi Pendukung
|. Perdaganagan umum & jasa ]. Penataan Kawasan perdagangan kota
2. Perkantoran swasta 2. Penataan kawasan Stasiun Kereta Api
3. transit pergantian antar moda 3. penyediaan areal kawasan permukiman
4. Permukiman 4. Penataan kawasan kota tua
3 |BWKC
Pusat Perkantoran Fungsi Utama
Pusat Perekonomian |. Penyediaan sarana perdagangan
2. Penyediaan fasilitas parker
3. Menciptakan kelancaran arus perdagangan
4. penyediaan Sentara produksi pemasaran has |
pertanian dan perkebunan. | Comment [h1]:
Fungsi Pendukung 1. Pasar Produk pertanian
I. Perdagangan umum & jasa 2. Penyediaan tempat  pengumpul/distribu
2. Pengumpul/distribusi Keg. Argo kegiatan argo
3. Permukiman 3. mengarahkan kawasan berfungsi ganda (m
use)
- Perdagangan
- Perumahan
- - Pertanian/Perkebunan

BUPATI WAY KANAN

Dto,

TAMANURI
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